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PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 14/22/PB1/2012 TENTANG PEMBERIAN KREDIT
ATAU PEMBIAYAAN OLEH BANK UMUM DAN BANTUAN

TEKNIS DALAM RANGKA PENGEMBANGAN USAHA

MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
(Peraturan Gubernur Bank Indonesia Nomor 17/12/PBlI/2015,
tanggal 25 Juni 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa peningkatan kredit atau pembiayaan
dari perbankan kepada usaha mikro, kecil, dan
menengah diperlukan untuk memperkuat peran
usaha mikro, kecil, dan menengah dalam struktur
perekonomian nasional;

b. bahwa untuk lebih meningkatkan penyaluran
kredit atau pembiayaan kepada usaha mikro, ke-
cil dan menengah dimaksud, diperlukan kebijakan
yang dapat lebih mendorong pertumbuhan kredit
usaha mikro, kecil, dan menengah antara lain
berupa pemberian insentif dan pengenaan disin-
sentif bagi bank umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaima-
na dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
melakukan perubahan atas Peraturan Bank Indo-
nesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian
Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan
Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang
Bank Indonesia {Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lem-
baran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Peng-
ganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tamba-
han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4962);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Nomor 4866);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BANK (INDONESIA TENTANG PERUBA-
HAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
14/22/PBl/2012 TENTANG PEMBERIAN KREDIT
ATAU PEMBIAYAAN OLEH BANK UMUM DAN BAN-
TUAN TEKNIS DALAM RANGKA PENGEMBANGAN
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

_ Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank In-
donesia Nomor 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian
Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantu-
an Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indo-
nesia Tahun 2012 Nomor 274, Tambahan Lembaran
Negara Repubtik Indonesia Nomor 5378) diubah seb-

agai berikut:
1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi seb-
agai berikut:
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Pasal 2

(1) Bank Umum wajib memberikan Kredit atau
Pembiayaan UMKM.

{2) Jumlah Kredit atau Pembiayaan UMKM seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
paling rendah 20% {dua puluh persen} yang
dihitung berdasarkan rasio Kredit atau Pembi-
ayaan UMKM terhadap total Kredit atau Pem-
biayaan.

(3} Pencapaian rasio pemberian Kredit atau Pem-
biayaan UMKM sebagaimana dimaksud pada
ayat {2} dilakukan secara bertahap, sebagai
berikut:

a. tahun 2013: rasio Kredit atau Pembiayaan
UMKM terhadap total Kredit atau Pembiay-
aan sesuai kemampuan Bank Umum yang
dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank;

b. tahun 2014: rasio Kredit atau Pembiayaan
UMKM terhadap total Kredit atau Pembiay-
aan sesuai kemampuan Bank Umum yang
dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank;

¢. tahun 2015: rasio Kredit atau Pembiayaan
UMKM terhadap total Kredit atau Pembiay-
aan paling rendah 5% {lima persen);

d. tahun 2016: rasio Kredit atau Pembiayaan
UMKM terhadap total Kredit atau Pembiay-
aan paling rendah 10% {(sepuluh persen);

e. tahun 2017: rasio Kredit atau Pembiayaan
UMKM terhadap total Kredit atau Pembiay-
aan paling rendah 15% (lima belas persen};
dan

f. sejak tahun 2018: rasio Kredit atau Pem-
biayaan UMKM terhadap total Kredit atau
Pembiayaan paling rendah 20% {dua puluh
persen}.

(4} Perhitungan pencapaian rasio Kredit atau
Pembiayaan UMKM untuk Bank Umum seb-
agaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3) dilakukan pada setiap akhir tahun.

{5) Bank Umum konvensional harus menjaga ra-
sio Kredit UMKM secara bulanan atas rasio
Kredit UMKM yang telah ditentukan pada ta-
hun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (3).

(6) Perhitungan besarnya persentase pemberian
Kredit atau Pembiayaan UMKM sebagaima-

na dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara
gabungan untuk seluruh kantor Bank Umum.

Penjelasan Pasal 4 diubah sebagaimana tercan-
tum dalam Penjelasan.
Di antara Bab lll dan Bab IV disisipkan 1 (satu)
bab, yakni Bab |IIA yang berbunyi sebagai beri-
kut:
BAB IlllA
LAPORAN REALISASI PEMBERIAN KRED!T
ATAU
PEMBIAYAAN UMKM
Pasal bA
(1) Bank Umum wajib menyampaikan laporan
realisasi pemberian Kredit atau Pembiayaan
UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 kepada Bank Indonesia secara online me-
lalui Laporan Bulanan Bank Umum atau Lapo-
ran Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan
Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
sebagaimana diatur dalam ketentuan yang
mengatur mengenai laporan bulanan Bank
Umum dan laporan stabilitas moneter dan
sistemm keuangan Bank Umum Syariah dan
Unit Usaha Syariah
{2) Dalam hal penyampaian laporan secara online
untuk laporan realisasi pemberian Kredit atau
Pembiayaan UMKM melalui kerja sama pola
executing belum tersedia; Bank Umum wajib
menyampaikan laporan realisasi pemberian
Kredit atau Pembiayaan UMKM melalui kerja
sama pola executing secara offline.

Pasal 5B

(1) Bank Indonesia menetapkan batas waktu pe-
nyampaian laporan realisasi pemberian Kredit
atau Pembiayaan UMKM melalui kerja sama
pola executing secara offline sebagaimana di-
maksud dalam Pasal bA ayat (2).

(2) Bank Umum dinyatakan terlambat menyam-
paikan laporan realisasi pemberian Kredit atau
Pembiayaan kepada UMKM melalui kerja sama
pola executing secara offline apabila laporan
diterima Bank Indonesia melampaui batas
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat {1).

{3) Bank Umum dinyatakan tidak menyampaikan
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laporan realisasi pemberian Kredit atau Pembi-
ayaan kepada UMKM melalui kerja sama pola
executing secara offline apabila laporan belum
diterima Bank indonesia sampai dengan batas
waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2).

(4) Bank Umum dapat melakukan koreksi atas
laporan secara offline sebagaimana dimaksud
dalam Pasal bA ayat (2).

{5} Ketentuan lebih lanjut mengenai batas waktu,
prosedur dan tata cara penyampaian laporan
secara offline diatur dalam Surat Edaran Bank
Indonesia.

Judul Bab VI diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut: )
BAB VI
PUBLIKASI, PENGHARGAAN, PEMBINAAN,
DAN INSENTIF

Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi se-
bagai berikut: y
Pasal 12

(1) Dalam hal pencapaian realisasi pemberian
Pembiayaan UMKM sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (3} huruf ¢, huruf d, huruf
e, dan huruf f tidak terpenuhi pada akhir ta-
hun, Bank Umum Syariah wajib menyelengga-
rakan pelatihan kepada pelaku Usaha Mikro,
Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang ti-
dak sedang dan/atau belum pernah mendapat
Pembiayaan UMKM,

(2) Jumlah dana pelatihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dihitung berdasarkan persentase
tertentu dari selisih antara rasio Pembiayaan
UMKM yang wajib dipenuhi dengan realisasi
pencapaian pada setiap akhir tahun, dengan
jumlah paling banyak Rp10.000.000.000,00
{sepuluh miliar rupiah).

(3} Penyelenggaraan pelatihan sebagaimana di-
maksud pada ayat {1) wajib dilaporkan paling
lambat 30 September tahun berikutnya.

{4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persentase
tertentu dari selisih antara rasio Pembiayaan
UMKM vyang wajib dipenubi dengan realisasi
pencapaian sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2
{dua) pasal, yakni Pasal 12A dan Pasal 12B yang
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 12A

Pencapaian rasio pemberian Kredit UMKM se-
bagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) huruf
¢, huruf d, huruf e, dan huruf f oleh Bank Umum
konvensional dapat menjadi faktor untuk mem-
peroleh mengatur mengenai giro wajib minimum
dalam Rupiah dan valuta asing bagi Bank Umum
konvensional,

Pasal 12B

{1) Bank Indonesia dapat memberikan insentif
kepada Bank Umum yang menvyalurkan Kredit
atau Pembiayaan UMKM.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pemberian insentif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank
Indonesia.

Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi se-

bagai berikut:

Pasal 13

(1} Bank Umum yang melanggar ketentuan se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)
dikenakan sanksi administratif berupa teguran
tertulis.

{2) Kantor cabang bank yang berkedudukan di
luar negeri dan Bank Campuran yang melang-
gar Pasal! 4 huruf b dikenakan sanksi adminis-
tratif berupa teguran tertuiis.

{3) Bank Umum Syariah yang melanggar keten-
tuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat {1), ayat (2), dan/atau ayat (3), dikena-

kan sanksi administratif berupa teguran tertu-

lis. :

{4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan (3} diatur dalam
Surat Edaran Bank Indonesia.

Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 3 (tiga)
pasal, yakni Pasal 13A, Pasal 13B, dan Pasal 13C
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yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13A

(1) Bank Umum yang terlambat menyampaikan
laporan secara sebesar Rp1.000.000,00
{satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan.

{2) Bank Umum yang dinyatakan tidak menyam-

: paikan laporan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5B ayat (3} dikenakan sanksi teguran
tertulis dan kewajiban membayar sebesar
Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

(3) Pengenaan sanksi kewajiban membayar seb-
agaimana dimaksud pada ayat {1) dan/atau
ayat (2), dilakukan dengan cara pendebetan
rekening giro Bank Umum yang ada di Bank
Indonesia.

(4) Pengenaan sanksi kewajiban membayar seb-
agaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau
ayat (2) mulai berlaku untuk penyampaian
laporan secara offline untuk posisi Juni 2015.

{(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur
dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 13B

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13A ayat (1) dan ayat (2} tidak
menghilangkan kewajiban Bank Umum untuk me-
nyampaikan laporan realisasi pemberian Kredit
atau Pembiayaan UMKM melalui kerja sama pola
executing sebagaimana dimaksud dalam Pasal
BA ayat {2). !

Pasal 13C
Selain mengenakan sanksi administratif se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal
13A, Bank Indonesia dapat merekomendasikan
kepada otoritas pengawas bank untuk melakukan
tindakan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal I
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku

pada tanggal 3 Agustus 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-

tahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Re-

publik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Juni 2015
GUBERNUR BANK INDONESIA,
tid.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta

Pada tangga! 26 Juni 20156

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 1563

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 17/12/PBI/2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 14/22/PBl/2012 TENTANG PEMBERIAN

KREDIT ATAU PEMBIAYAAN OLEH BANK

UMUM DAN BANTUAN TEKNIS DALAM

RANGKA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO,
KECIL, DAN MENENGAH

UmMuM

Dalam rangka mendorong pemberian Kredit
dan Pembiayaan perbankan kepada Usaha Mikro
Kecil dan Menengah {UMKM), Bank Indonesia
telah mewajibkan Bank Umum untuk memberikan
Kredit atau Pembiayaan kepada UMKM, dengan
tahapan pencapaian pada tahun 2013 dan tahun
2014 yang disesuaikan dengan kemampuan Bank
Umum, pada tahun 2015 yang ditetapkan paling
rendah sebesar 59%, tahun 2016 paling rendah
sebesar 10%, tahun 2017 paling rendah sebesar
15% dan sejak tahun 2018 paling rendah sebesar
20%.

Dalam penerapannya, masih terdapat kendala
dalam penyaluran Kredit atau Pembiayaan UMKM
yang antara lain disebabkan rendahnya akses
UMKM untuk mendapatkan Kredit atau Pembiay-




aan dari perbankan. Oleh karena itu perlu dilaku-
kan kebijakan untuk lebih meningkatkan penyal-
uran dana perbankan kepada UMKM.

Kebijakan peningkatan penyaluran dana per-
bankan kepada UMKM tersebut dilakukan antara
lain melalui bauran kebijakan terkait UMKM den-
gan kebijakan makroprudensial mengenai giro
wajib minimum berdasarkan loan to funding ra-
tio, dan pemberian insentif bagi Bank Umum yang
menvyalurkan Kredit atau Pembiayaan UMKM.

Untuk mendukung peningkatan Kredit atau
Pembiayaan UMKM tersebut, diperlukan peruba-
han terhadap Peraturan Bank Indonesia Nomar
14/22/PBIl/2012 tentang Pemberian Kredit atau
Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Tek-
nis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah.

Angka 1
Pasal 2
Ayat (1) s/d Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Pemantauan oleh Bank Indonesia terhadap
kepatuhan Bank Umum konvensional atas pe-
menuhan rasio Kredit UMKM secara bulanan an-
tara lain dilakukan melalui Laporan Bulanan Bank
Umum.

Ayat (6)

Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 4
Huruf a

Pengertian kredit ekspor mengacu kepada ke-
tentuan yang mengatur mengenai laporan bula-
nan Bank Umum.
Huruf b

Cukup jelas.
Angka 3
Pasal bA
Avyat {1)

Cukup jelas.
Avyat (2)
Yang dimaksud dengan penyampaian email, atau
dengan hardcopy dan softcopy (compact disc/
USB} dalam hal terdapat gangguan sistem email.
Pasal 5B

Ayat (1)
Penetapan batas waktu penyampaian lapo-

ran mencakup pula penetapan batas waktu bah-

wa Bank Umum dinyatakan terlambat atau din-

yatakan tidak menyampaikan laporan.

Ayat (2) s/d Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 12
Cukup Jelas. |

Angka 6

Pasal 12A
Cukup jelas.

Pasal 12B

Avyat {1)

Pemberian insentif kepada Bank Umum beru-
pa:

a. pelatihan kepada pejabat kredit/account offi-
cer Bank Umum;

b. pelatihan kepada Usaha Mikro dan Usaha Ke-
cil;

c. fasilitasi dalam pemanfaatan pemeringkatan
kredit {(credit rating) untuk Usaha Kecil dan
Usaha Menengah; dan

d. publikasi keberhasilan serta pemberian peng-
hargaan {award) kepada Bank Umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 13
Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 13A s/d Pasal 13C
Cukup jelas.

Pasal Il
Cukup jelas.
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